

21

[bookmark: _GoBack]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2. 1. Efektivitas 
2.1.1. Pengertian efektivitas
Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. 
Pengertian efektivitas menurut Akmal (dalam Priansa, 2019:11) menyatakan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.
Pengertian efektivitas menurut Gie (dalam Priansa, 2019:11) menyatakan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut: "Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan."
Pengertian efektivitas menurut Gibson (dalam Priansa, 2019:11) menyatakan bahawa efektivitas adalah sebagai berikut: "Efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan."




Efektivitas menurut Sondang P Siagian (2020:20) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
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ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa  dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
Menurut Winardi (2018:175) efektivitas dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Sebuah organisasi mungkin efektif , tetapi tidak efesien. Sebuah organisasi dapat pula sangat efesien , tetapi tidak efektif.
Menurut Eliana Sari (2007:97) efektivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber dayanya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.
Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan , semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan alokasi Dana Desa di Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2.1.2. Karakteristik Efektivitas
Waterman (dalam Eliana Sari (2007:97) menyimpulkan efektivitas memiliki 8 karakteristik sebagai berikut:
1. Memiliki komitmen terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
2. Selalu dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui kebutuhan mereka.
3. Memberikan otonomi yang tinggi kepada pegawai dan memupuk semangat kewirausahaan.
4. Peningkatan produktifitas melalui partisipasi.
5. Pegawai mengerti kemauan organisasi dan pimpinan terlibat aktif dalam penyelesaian semua permasalahan.
6. Dekat dengan bidang pelayanan yang diketahui dan dipahami.
7. Memiliki struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan staf pendukung yang memadai.
8. Penggabungan kebijakan pengendalian ketat dengan desentralisasi.
Menurut Steers ( dalam Eliana Sari (2007:98) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas yaitu:
1. Karakteristik Organisasi, seperti struktur dan teknologi.
2. Karakteristik lingkungan, seperti ekonomi, sosial dan peraturan pemerintah.
3. Karakteristik pegawai, seperti prestasi kerja.
4. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek mnajerial.



2.1.3. Pendekatan Efektivitas.
Tingkat Menurut Eliana Sari (2007:100) Beberapa pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi, diantaranya adalah :
1. Pendekatan Pencapaian Tujuan Efektivitas organisasi ditentukan oleh keberhasilan dalam mencapai tujuan, bukan pada cara pencapaiannya. Tujuan organisasi dimaknai sebagai : jumlah laba, kemenangan dalam persaingan, survei kepuasan.
2. Pendekatan Sistem Efektivitas organisasi diukur dari kemampuan organisasi dalam memperoleh input dan memprosesnya menjadi output sesuai dengan yang diinginkan.
3. Pendekatan Konstituensi Strategis Efektivitas organisasi diukur dari kemampuan organisasi dalam memuaskan konstituen yang dianggap prioritas oleh organisasi.
Menurut Jones (dalam Eliana Sari 2007:100) mengemukakan efektivitas organisasi, diukur dari kemampuan organisasi memenuhi 3 pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan sumber-sumber eksternal adalah mengevaluasi kemampuan organisasi dalam menjamin, mengatur dan mengawasi keterampilan dan sumber yang bernilai dan berharga. Tujuan mengukur Efektivitas:
a. Input yang lebih murah.
b. Memperoleh input material & bahan mentah yang bermutu tinggi.
c. Meningkatkan pangsa pasar.
d. Memperoleh dukungan dari stakeholder
2. Pendekatan sistem internal adalah mengevaluasi kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi dan dapat menjalankan fungsinya secara cepat dan bertanggung jawab. Tujuan mengukur Efektivitas:
a. Pemotongan waktu pembuatan keputusan.
b. Peningkatan tingkat inovasi produk.
c. Peningkatan koordinasi dan motivasi pekerja.
d. Pengurangan konflik.
e. Pengurangan waktu ke pasar.
3. Pendekatan teknikal adalah Mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mengkonversi keterampilan dan sumber-sumber menjadi barang dan jasa secara efisen. Tujuan mengukur Efektivitas:
a. Peningkatan kualitas produk. 
b. Pengurangan jumlah kerusakan. 
c. Pengurangan biaya produksi. 
d. Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.
e. Pengurangan waktu pengiriman kepada pelanggan.

2.1.4. Kriteria efektivitas
Gibson (dalam priansa, 2019:14) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi:
1. Kriteria efektivitas jangka pendek, yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan.
2. kriteria efektivitas jangka menengah, yang terdiri dari persaingan dan pengembangan.
3. Kriteria efektivitas jangka panjang.
4. Kelangsungan hidup.
Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan berlaba, dan kesejahteraan pegawai.

2. 2. Desa 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asas pengaturan desa:
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:
1. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
3. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
4. Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
6. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
7. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

2. 3. Konsep  Dana Desa
1.3.1. Dana Desa
Dalam UU Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. 
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
1.3.2. Tujuan Dana Desa
Tujuan dari dana desa adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
1.3.3. Dasar hukum dana desa
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peratutan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
1.3.4. Mekanisme penyaluran dana desa tahun 2022
1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa maksimal sebesar 60% dari total pagu.
3. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 40% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih antara pagu Dana Desa untuk BLT Desa dengan Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan maka selisih dimaksud tidak disalurkan ke RKD.
4. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2022 
5. Penyaluran Dana Desa untuk:
a.  BLT Desa disalurkan setiap triwulan sesuai dengan jumlah KPM yang telah diinput sebelum penyaluran bulan kesatu nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan
b. Diluar BLT Desa:
• Desa Reguler : 3 tahap
• Desa Mandiri : 2 tahap
c. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2022 Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa diajukan terpisah dengan Dana Desa non BLT Desa.
1.3.5. Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Pengelolaan ADD terintegrasi dengan APBD yang merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarakan peraturan mentri dalam negeri (Mendagri) No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
1. Perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 
1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBD yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD.
2) APBD disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat paling lambar bulan Oktober tahun berjalan.
3) APBD dievaluasi oleh Bupati atau Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBD dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintahan Desa, dan Unsur Masyarakat.
2. Pelaksanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melaui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten atau kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan  besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota.
4) Pengadaan barang dan Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati atau Walikota.
5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
3. Penatausahaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
5) Laporan diampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6) Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun.
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBD, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3) Lampiran Format laporan:
a. Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
b. Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan.
c. Program Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

1.3.6. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa
Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Dana Desa. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.


1.4. Pembangunan dan Pembangunan Fisik
1.4.1. Pembangunan 
1.4.1.1. Pengertian Pembangunan
Pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, segala upaya yang terus menerus untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.
Menurut Nugroho dan Rochim (dalam Kumba Digdowiseiso 2019:6) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Kumba Digdowiseiso 2019:6) pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.
Menurut Ginanjar Kartasasmita (dalam Kumba Digdowiseiso 2019:7) pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Menurut Kumba Digdowiseiso (2019:9) pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk ke arah yang lebih baik dengan proses yang sudah terencana.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
1. Perencanaan 
a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
b. Perencanaan Pembangunan Desa secara berjangka meliputi:
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
f. Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
g. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
h. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
i. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
j. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
k. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan
a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
b. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong
c. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
d. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa
b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
1.4.1.2. Tujuan Pembangunan
Tujuan pembangunan menurut Anggara dan Sumantri (2018:23) yaitu:
a. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
b. Tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetep berlaku sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

1.4.1.3. Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Penduduk, masyarakat atau istilahnya sumberdaya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu agent of development, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembanguan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses. Beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan keberhasilan pembangunan menurut Hasan dan Azis (2018:50) yaitu:


1. Sumber Daya Alam
	Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksploitasi. Sebab keberadaannya perlu dipikirkan untuk generasi yang akan dating.
2. Akumulasi Modal 
	Modal atau kapital diperlukan dalam proses pembangunan.Modal diperlukan guna membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta. Modal dibentuk melalui proses tabungan, investasi dan akumulasi modal.
3. Organisasi 
Organisasi atau kumpulan sekelompok masyarakat sebagai tempat untuk mengorganisir semua kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui organisasi dapat tertampung aspirasi masyarakat yang berkembang terus. Melalui organisasi masalah-masalah pembangunan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan lebih demokratis.
4. Kemajuan Teknologi 
	Teknologi akan selalu mengalami perkembangan terus menerus. Kemajuan di bidang teknologi akan membantu dalam proses pembangunan. Kemajuan di bidang teknologi hanya dimungkinkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Pembagian Kerja
	Pembagian kerja diperlukan untuk meningkat keterampilan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui produktitas yang tinggi. Produktivitas dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin dan ulet. Akan tetapi itu semua belum menjamin pada tingkat pendapatan yang tinggi. Sebab profesi atau jenis pekerjaan sangat menentukan tingkat upah yang diterima.
6. Skala Produksi
	Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sangat tergantung pada skala produksi yang dimiliki oleh suatu negara.
7. Faktor Sosial
	Kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat di negara sedang berkembang tidak dapat dilepaskan daerah kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat internasional, maka sistem sosial dalam negeri saling berhubungan sistem sosial internasional beserta dengan organisasi dan peraturan-peraturan.
8. Faktor Manusia
Sumber daya manusia sebagai agent of development, pelaksanan dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan, sehingga bentuk dan sitem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang handal merupakan aset dalam pembangunan.
9. Faktor Politik dan Administrasi 
	Pengaruh kepentingan dan kekusaan pada masyarakat negara sedang berkembang mempunyai segmen yang berbeda beda. Hal ini sangat tergantung pada sisten soisal , ekonomi dan sejarah politik yang dimiliki oleh masing-masing negara sedang berkembang.

1.4.2. Pembangunan Fisik
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.
Menurut Kuncoro (2010:20) Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tau pembanguan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Pembangunan fisik desa biasanya didanai melalui APBD I, APBD II, APBDes maupun swadaya masyarakat murni. Pembangunan fisik di desa merupakan salah satu bagian program kegiatan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat atau mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa. Dalam hubungan ini, harus selalu dingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga, setiap upaya pembanguman harus mampu untuk sebesar-bessarnya menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, melalui cara seperti ini proses pembangunan akan memberikan dampak ganda bagi tumbuhnya upaya-upaya pembangunan lanjutan di masa-masa mendatang.
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